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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan faktor yang secara signifikan mampu 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), oleh karena itu 

pembangunan pendidikan memerlukan perencanaan yang komprehensif dengan 

melibatkan indikator-indikator ekonomi, kependudukan, kependidikan maupun 

potensi sumber daya alam.  

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, 

masyarakat dan pemerintah. Dapat dikatakan pada saat ini tanggung jawab 

masing-masing belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang masih 

dirasakan belum banyak diberdayakan. Oleh karena itu, secara hakiki, 

pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang 

pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan 

manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di 

dalamnya terkandung makna  bahwa pemberian layanan pendidikan kepada 

individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara 

pemerintah, masyarakat dan keluarga. 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan salah satu misinya adalah memberdayakan peranserta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan  prinsip otonomi daerah dalam 

konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian  masyarakat berperan 
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dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, 

pengawasan dan evaluasi  program pendidikan  melalui dewan pendidikan dan 

komite sekolah/madrasah. Pembinaan pendidikan dasar dan menengah adalah 

mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat dengan 

memperkenalkan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/kota serta 

pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di tingkat sekolah.  

Konsep desentralisasi dalam pendidikan muncul sejalan dengan 

perkembangan pola pikir masyarakat sebagai salah satu dampak 

pembangunan pendidikan. Pemikiran pemberian otonomi yang lebih luas 

kepada daerah melahirkan konsep gagasan untuk mengembangkan sistem 

desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan nasional.  

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan 

pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan 

dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta 

sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru. Simon dalam Komariah 

dan Triatna (2008:70) mendefenisikan desentralisasi sebagai merupakan 

wujud kepercayaan pusat kepada daerah untuk melaksanakan 

pembangunannya berdasarkan prakarsa sendiri. Implikasinya adalah daerah 

harus bertanggung jawab secara profesional untuk menampilkan kinerja 

terbaiknya. 

Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya 

pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. 
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Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, 

diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan 

menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, 

dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di 

tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. 

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa: 

Komite sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, 

arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (UU No 20 tahun 2003: 9). 

 

Hasbulah (2010: 89-90) menyatakan ada 3 tujuan komite sekolah 

yaitu: (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat 

dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan; dan (3) Menciptakan suasana dan kondisi 
transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan 

yang bermutu di satuan pendidikan. 
 

Keberadaan Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan 

perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan 

masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang 

tua peserta didik dalam wadah  yang disebut dengan Persatuan Orang Tua dan 

Guru (POMG), kemudian tahun 1994 sampai pertengahan tahun 2002 dengan 

perluasan peran menjadi Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) 

yang personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah.  

Pada pertengahan tahun 2002 wadah BP3 bertambah peran dan fungsinya 

sekaligus perluasan personilnya yang terdiri atas orang tua dan masyarakat 

luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah 
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dengan nama Komite Sekolah. Perbedaan yang prinsip antara BP3 dengan 

Komite Sekolah adalah dalam peran dan fungsinya, keanggotaan serta dalam 

pemilihan dan pembentukan pengurus. 

Komite Sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola 

dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, 

transparansi dan akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan sekolah dewan 

pendidikan khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat 

sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat 

sekolah untuk mengemban amanat tersebut yang disebut dengan Komite 

Sekolah. 

Penyelenggaraan pendidikan, sekolah perlu memberdayakan 

masyarakat dengan mengajak bekerjasama (togetherness) stakeholder dan 

memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua potensi itu dikembangkan 

secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kebersamaan 

merupakan potensi yang sangat vital untuk membangun masyarakat untuk 

menciptakan demokrasi pendidikan.  

Di samping itu sekolah bertanggung jawab terhadap proses 

pengelolaan sehingga memberikan keputusan dan memiliki kebenaran untuk 

dikoreksi oleh stakeholder. Dengan kata lain, sekolah bersedia memberikan 

kepuasan publik dan menerima kritik untuk perbaikan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan sekolah.   
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Namun dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam proses 

belajar mengajar komite sekolah belum berperan aktif dalam peningkatan 

mutu. Komite sekolah hanya pada saat adanya bantuan-bantuan pendidikan 

yang diberikan, komite sekolah lebih berperan sebagai input (dana) 

dibandingkan berperan dalam proses sehingga seringkali komite sekolah 

sebagai formalitas suatu satuan pendidikan. Kondisi riil komite sekolah 

sebagai lembaga otonom menunjukkan indikasi kurang berfungsi sesuai 

dengan perannya yang telah ditentukan dan hanya berfungsi saat adanya 

bantuan dari pemerintah dan input (dana), juga adanya indikasi komite 

sekolah kurang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. 

Pelaksanaan tranformasi konsep komite sekolah memerlukan proses 

bertahap dari waktu ke waktu, mulai pada tingkat menyadarkan perlunya 

fungsi komite sekolah baik kepada masyarakat maupun penyelenggara 

pendidikan sebagai peluang partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. 

Tingkat berikutnya menyebarluaskan konsep pelibatan publik dalam komite 

sekolah kepada masyarakat dan penyelenggara pendidikan.  Berikutnya 

adalah penyelenggara pendidikan melakukan konsultasi ke masyarakat untuk 

mendapat masukan dalam proses menetapkan kebijakannya, kerjasama 

segenap potensi yang ada di masyarakat secara sinergis dalam bentuk saran 

dengan penyelenggaraan pendidikan memutuskan kebijakan.  

Pada tingkat tertinggi adalah tercapainya rasa saling memiliki bahwa 

komite sekolah sebagai wadah pemecahan masalah bersama yang dihadapi 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada tingkat tertinggi ini masyarakat ikut 



6 
 

memutuskan dan memecahkan masalah tanpa ada peran oposisi. Pada kondisi 

ini perlunya kematangan internal penyelenggara pendidikan, perubahan 

tatanan dalam pola berpikirnya, mengedepankan demokrasi, keterbukaan, dan 

akuntabilitas, disamping prinsif lainnya yang harus dilaksanakan secara 

komprehensif. 

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta 

masyarakat, sekolah harus bisa membina kerja sama dengan orang tua dan 

masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta 

didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung 

makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta 

masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah 

kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. 

Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar 

lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan 

efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu dewan pendidikan di tingkat 

kabupaten/kota dan komite sekolah di setiap satuan pendidikan.   

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap Komite Sekolah adalah 

sosialisasi tentang peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan 

di lingkungan sekolah. Karena pada prinsipnya, Komite Sekolah masih 

sebatas melaksanakan rapat maupun pertemuan kepala sekolah, komite 

sekolah, tokoh masyarakat dan guru tentang perencanaan dalam rangka 

pembuatan Rencana Program Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran 

Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Hal itu dikarenakan susunan pengurus 
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komite sekolah akan senantiasa berubah pada tiap beberapa tahun secara 

priodik dan ini berdimensi jangka pendek. Bagaimana wawasan jangka 

panjang suatu proses perubahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

pendidikan di tingkat lokal bisa ditransformasikan secara berkesinambungan 

dan konsisten oleh pengurus komite sekolah yang akan berubah dalam jangka 

pendek secara terus menerus. Sehingga diperlukan adanya strategi khusus 

yang dilakukan oleh sekolah untuk memberdayaan komite sekolah khususnya 

dalam kegiatan pengembangan sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas tentang 

pemberdayaan komite sekolah dalam pengembangan sekolah di SD N 2 

Tanjungsari Kendal. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka fokus 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pemberdayaan komite sekolah di SD 

N 2 Tanjungsari Kendal?”, Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pola pemberdayaan komite sekolah untuk pengembangan 

sekolah di SDN 2 Tanjungsari Kendal? 

2. Bagaimana perencanaan pengembangan sekolah melalui pemberdayaan 

komite sekolah di SDN 2 Tanjungsari Kendal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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1. Pola pemberdayaan komite sekolah untuk pengembangan sekolah di SDN 

2 Tanjungsari Kendal. 

2. Perencanaan pengembangan sekolah melalui pemberdayaan komite 

sekolah di SDN 2 Tanjungsari Kendal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijelaskan beberapa 

manfaat dari pelaksanaan penelitian masalah tersebut, sebagai berikut:  

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam 

menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan 

peran komite sekolah dalam pengembangan sekolah.  

2. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi para pembaca, pengajar, dan para 

pihak yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan pada umumnya serta 

bagi penulis khususnya agar menyadari betapa pentingnya peran komite 

sekolah dalam pengembangan sekolah.  

3. Secara institusional, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau 

sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan 

dengan peningkatan peran komite sekolah dalam dunia pendidikan. 

 

 

 

 


